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Abstrak 
Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan desa merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata 
kelola pemerintahan desa yang akuntabel serta mendukung kemandirian ekonomi. Program pelatihan 
dan pendampingan yang dilaksanakan di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten 
Muaro Jambi, dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dan pengelola Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam aspek perencanaan, pelaporan, 
dan pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan ini mengadopsi pendekatan workshop berbasis modul, 
praktik simulatif, serta penerapan aplikasi digital BUMDes sebagai alat bantu dalam sistem pelaporan 
keuangan. Peserta pelatihan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam pencatatan transaksi, 
penyusunan laporan keuangan yang berstandar, serta perumusan model bisnis dan SOP yang 
terstruktur. Digitalisasi administrasi dan manajemen keuangan terbukti mempercepat proses pelaporan 
dan meningkatkan akurasi data. Secara simultan, Desa Bukit Makmur mengalami transformasi menuju 
konsep Smart Agro-Ecopreneurship. Intervensi strategis ini mencakup digitalisasi sistem keuangan, 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi produk dan pemasaran 
digital. Hasil konkret dari program ini mencakup penerapan standar akuntansi SAK-ETAP dalam tata 
kelola keuangan, terbentuknya lima unit usaha produktif yang terintegrasi, serta munculnya inovasi 
ekonomi sirkular melalui produk-produk lokal seperti, keripik olahan gedebog pisang, keripik pare, 
manisan pepaya, abon pepaya, dan bioenergi. Model pemasaran digital juga mulai diterapkan melalui 
platform daring, yang memperluas jangkauan pasar. Dampak positif dari kegiatan ini mencakup 
peningkatan pendapatan BUMDes dan masyarakat, akuntabilitas kelembagaan, serta kesadaran 
lingkungan yang lebih tinggi. Model ini terbukti menjadi kerangka pemberdayaan ekonomi desa yang 
adaptif dan dapat direplikasi, serta menjadi acuan strategis dalam transformasi desa mandiri dan 
berkelanjutan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi 
Kata kunci - BUMDes KDMP, pengelolaan keuangan desa, digitalisasi, ekonomi sirkular, pemberdayaan 
masyarakat 
 

Abstract 
Strengthening the capacity of village financial management is a key element in realizing accountable 
village governance and supporting economic independence. The training and mentoring program 
carried out in Bukit Makmur Village, Sungai Bahar District, Muaro Jambi Regency, is designed to improve 
the competence of village officials and managers of Village-Owned Enterprises (BUMDes) and Red and 
White Village Cooperatives (KDMP) in terms of planning, reporting, and financial accountability. This 
activity adopts a module-based workshop approach, simulative practices, and the application of 
BUMDes digital applications as a tool in the financial reporting system. The trainees showed improved 
skills in recording transactions, preparing standardized financial statements, and formulating structured 
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business models and SOPs. Digitization of financial administration and management has been proven 
to speed up the reporting process and improve data accuracy. Simultaneously, Bukit Makmur Village is 
undergoing a transformation towards the concept of Smart Agro-Ecopreneurship. These strategic 
interventions include the digitalization of the financial system, increasing the capacity of human 
resources, and the development of product innovation and digital marketing. The concrete results of 
this program include the application of SAK-ETAP accounting standards in financial governance, the 
formation of five integrated productive business units, and the emergence of circular economy 
innovations through local products such as processed gedebog banana chips, bitter melon chips, 
candied papaya, shredded papaya, and bioenergy. The digital marketing model is also starting to be 
implemented through online platforms, which expand the market reach. The positive impacts of this 
activity include increasing the income of BUMDes and the community, institutional accountability, and 
higher environmental awareness. This model has proven to be a framework for adaptive and replicable 
village economic empowerment, as well as a strategic reference in the transformation of independent 
and sustainable villages in the Muaro Jambi Regency area. 
Keywords - BUMDes KDMP, village financial management, digitalization, circular economy, community 
empowerment 
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PENDAHULUAN   

Pembangunan desa di Indonesia memegang peranan krusial dalam konteks pembangunan 
nasional. Desa bukan sekadar unit pemerintahan terkecil, melainkan juga pusat kegiatan ekonomi, 

sosial, dan budaya yang esensial bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa memiliki dampak 
positif bagi komunitas lokal sekaligus berkontribusi terhadap kesejahteraan nasional. Dalam era 

otonomi daerah, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan 
keuangan secara mandiri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lindawaty et al., 2023). 

Salah satu kebijakan utama adalah alokasi Dana Desa setiap tahun, yang memiliki potensi besar 
dalam peningkatan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Dana Desa memungkinkan 

pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan, yang memperkuat aksesibilitas serta 
mendorong pertumbuhan ekonomi desa (Agustin et al., 2024). Namun, tantangan dalam pengelolaan 

dana ini masih cukup signifikan, terutama terkait dengan kapasitas aparatur desa dalam mengelola 

keuangan secara akuntabel dan transparan. Permasalahan umum seperti perencanaan yang kurang 
matang, pelaporan yang tidak transparan, dan pertanggungjawaban yang lemah sering kali muncul 

dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat (Djahmiq et al., 2022). Untuk mengatasi 
tantangan ini, peningkatan kapasitas aparatur desa serta pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

sangat diperlukan. BUMDes memiliki peranan strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal dan 
meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, banyak BUMDes yang belum beroperasi secara 

optimal akibat kurangnya pelatihan dalam pengelolaan keuangan, model bisnis berkelanjutan, dan 

standar operasional prosedur (SOP) yang jelas (Sutrisno et al., 2024). 
Studi kasus di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, menunjukkan potensi usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa yang cukup besar, meskipun pengelolaan keuangan belum 
berjalan optimal. Kendala utama terletak pada kurangnya pelatihan bagi aparatur desa dan pengelola 

BUMDes dalam perencanaan anggaran partisipatif, penyusunan laporan keuangan yang transparan, 

serta manajemen keuangan yang profesional (Maulana et al., 2025). Permasalahan manajemen 
keuangan di Desa Bukit Makmur juga mencakup pencatatan manual yang tidak sistematis dan 

lemahnya SOP, yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan 
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Hambatan ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan keterbatasan kompetensi teknis 

dan manajerial sebagai faktor utama ketidakteraturan dalam pembukuan dan pengawasan internal 
BUMDes (Putri et al., 2022). Namun, penguatan kapasitas dan pelatihan manajemen keuangan terbukti 
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efektif dalam meningkatkan kualitas pelaporan, disiplin pembukuan, dan kinerja usaha BUMDes di 

berbagai desa (Pratiwi et al., 2023). Hal ini membuka peluang untuk memperkuat fungsi BUMDes dan 
KDMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur dan pengelola BUMDes melalui pelatihan dan 
pendampingan terstruktur merupakan intervensi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara 

regulasi dan praktik di lapangan. Dengan demikian, Desa Bukit Makmur dan desa-desa lainnya dapat 

mengelola sumber daya secara lebih efektif, meningkatkan PADes, dan mendorong pembangunan 
nasional yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

 
Gambar 1. Peta wilayah Kecamatan Sungai Bahar, 2024 

 

 
Gambar 2. Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Bahar, 2024 

(Sumber: KECAMATAN Sungai Bahar DALAM ANGKA 2025) 
 

Berdasarkan gambar 1 dan 2, Desa Bukit Makmur adalah salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang pada tahun 2024 mencatat jumlah penduduk 
sebanyak 2.324 jiwa menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Posisi desa ini dapat 

ditemukan pada peta wilayah Kecamatan Sungai Bahar, di mana rangkaian desa administratif 
membentang dan terintegrasi dalam satu kawasan yang memiliki potensi pengembangan usaha melalui 

BUMDes dan KDMP. Jumlah penduduk Desa Bukit Makmur yang tergolong sedang dibandingkan dengan 
desa-desa lain di Kecamatan Sungai Bahar, serta lokasinya yang strategis, menjadi dasar yang krusial 

untuk menyusun model bisnis dan SOP unit usaha yang sejalan dengan potensi ekonomi lokal. 
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Peningkatan kompetensi aparatur desa dalam perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan sangat penting agar tata kelola keuangan desa berlangsung secara transparan dan 
akuntabel. Selain itu, manajemen keuangan dan administrasi BUMDes serta KDMP perlu didukung oleh 

sistem dan prosedur operasional yang dapat menjamin efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan usaha 
desa. Kolaborasi antara perangkat desa dan pengelola unit usaha sangat diperlukan untuk memperkuat 

inovasi, mitigasi risiko, serta adaptasi terhadap perubahan regulasi dan dinamika pasar. Dengan 

pelatihan khusus, diharapkan Desa Bukit Makmur dapat menjadi model pengelolaan keuangan desa 
yang baik dan inovatif untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa di 

Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. 
Namun, pelaksanaan kebijakan ini di berbagai daerah menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

antara desain regulasi dan kapasitas implementasi di tingkat desa. Sejumlah studi dan praktik 

pengabdian masyarakat mencatat bahwa kelemahan dalam tata kelola keuangan, perencanaan, dan 
pertanggungjawaban masih menjadi isu utama di banyak desa, termasuk dalam pengelolaan Dana 

Desa dan unit usaha desa (Safira, 2022; Aziza, 2023). Kondisi ini tercermin dalam praktik pembukuan 
yang masih dilakukan secara manual dan tidak sistematis, laporan keuangan yang belum memenuhi 

standar, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Akibatnya, potensi Dana 
Desa untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kepercayaan publik belum sepenuhnya 

terwujud. 

Desa Bukit Makmur di Kecamatan Sungai Bahar merupakan salah satu contoh desa yang 
memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar melalui keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, potensi 
tersebut belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan keuangan dan kelembagaan yang memadai. 

Pengelolaan keuangan desa, BUMDes, dan KDMP masih didominasi oleh pencatatan manual, ketiadaan 

laporan keuangan periodik yang dapat diandalkan, dan belum terbangunnya Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang baku untuk unit-unit usaha. Berbagai kajian pengabdian menunjukkan bahwa 

keterbatasan kompetensi manajerial dan akuntansi pengelola BUMDes menjadi penyebab utama 
ketidakteraturan pembukuan dan lemahnya pengawasan internal (Pratama, 2021; Rahmawati, 2022). 

Situasi ini berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan belum 

optimalnya kontribusi BUMDes dan KDMP terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) serta kemandirian 
ekonomi desa. Di sisi lain, Desa Bukit Makmur memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan peran 

BUMDes dan KDMP sebagai penggerak utama ekonomi lokal apabila kapasitas pengelolaan 
keuangannya diperkuat secara sistematis. Berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi berupa 

pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan, penyusunan model bisnis, serta penataan SOP 
mampu meningkatkan kualitas pelaporan, disiplin pembukuan, dan kemampuan unit usaha desa dalam 

merencanakan serta mengevaluasi kinerja keuangan (Setyowati, 2020; Hidayat, 2021). Sejalan dengan 

perkembangan kebijakan Dana Desa yang kini juga menekankan pemberdayaan ekonomi dan 
digitalisasi tata kelola, termasuk dorongan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dan 

BUMDes, penguatan kapasitas pengelola menjadi semakin relevan (Kemendesa, 2024; Kemenkeu, 
2024; Sifti et al., 2024; Handayani et al., 2025) 

Berdasarkan situasi tersebut, kebutuhan utama mitra di Desa Bukit Makmur, yang terdiri dari 

pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan KDMP, adalah program pengabdian berupa pelatihan dan 
pendampingan terstruktur dalam tiga ranah utama, yaitu: pengelolaan keuangan desa (perencanaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban), penyusunan model bisnis dan SOP unit usaha, serta penguatan 
manajemen administrasi dan keuangan yang profesional. Program ini dirancang dalam bentuk pelatihan 

intensif berbasis modul mengenai siklus akuntansi desa dan BUMDes, disertai pendampingan aplikasi 
laporan keuangan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi BUMDes yang telah diadopsi desa. 

Melalui pendekatan ini, diharapkan pengelola mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, 

transparan, dan tepat waktu, sekaligus membangun budaya tata kelola keuangan yang berorientasi 
pada efisiensi, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi desa. Pengabdian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses dan hasil pelatihan serta pendampingan pengelolaan keuangan desa, BUMDes, 
dan KDMP di Desa Bukit Makmur sebagai upaya penguatan kelembagaan ekonomi desa. Fokus utama 

mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, penerapan model bisnis dan SOP 

yang adaptif terhadap potensi lokal, serta implementasi sistem pelaporan keuangan digital yang 
mendukung prinsip-prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. 

Diharapkan, pengalaman pengabdian ini dapat menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di 



 

Liona Efrina et al, Pelatihan Pengelolaan Keuangan, Penyusunan Model Bisnis, SOP, dan Manajemen 

BUMDes KDMP Desa Bukit Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi 

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license 

      Hal | 2454 

desa lain dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa dan memperkuat peran BUMDes 

sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan di Indonesia (Nugroho, 
2023). 

 

METODE  
Metode yang diterapkan dalam program pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan 

desa, BUMDes, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bukit Makmur adalah metode deskriptif-
kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pelaksanaan kegiatan, 

respons peserta, serta hasil implementasi dalam konteks yang nyata. Pendekatan kualitatif ini 
menekankan pada: 

1. Pengamatan langsung (observasi) terhadap pelaksanaan pelatihan, praktik pencatatan keuangan, 

serta penggunaan aplikasi BUMDes. 
2. Wawancara informal dan diskusi terbuka dengan aparatur desa, pengelola BUMDes, KDMP, dan 

peserta pelatihan untuk menggali pengalaman, kendala, serta persepsi mereka. 
3. Dokumentasi berupa modul, SOP, laporan keuangan contoh, serta catatan perkembangan selama 

pendampingan. 

4. Studi kasus dari kondisi dan kebutuhan riil pengelolaan keuangan desa sebagai dasar penyusunan 
materi, SOP, dan model bisnis.  

Dengan metode ini, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan realitas implementasi secara 
komprehensif, sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan bagi keberlanjutan program. 

Metode penerapan program pelatihan dan pendampingan dilakukan melalui pendekatan 
partisipatif, praktis, dan berorientasi pada pengalaman langsung. Program ini dilaksanakan dalam 

empat tahapan utama: Persiapan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi. 

1. Persiapan Tahap ini mencakup: 

• Koordinasi dengan pemerintah desa, pengelola BUMDes, KDMP, dan pemangku kepentingan 
terkait. 

• Identifikasi kebutuhan spesifik pelatihan, seperti kesulitan dalam penyusunan laporan 

keuangan atau penggunaan aplikasi digital. 

• Penyusunan modul pelatihan yang berbasis pada kebutuhan peserta. 

• Penyiapan fasilitas pelatihan serta perangkat aplikasi BUMDes. 

• Penyusunan jadwal kegiatan dan pembagian tugas tim pendamping. 
2. Pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan dengan berbagai metode yang saling melengkapi, antara lain: 

• Workshop berbasis modul untuk pemahaman teori dan latihan terstruktur. 

• Studi kasus dan simulasi praktik menggunakan data nyata dari desa/BUMDes. 

• Pendampingan teknis penggunaan aplikasi BUMDes, mulai dari input transaksi, pengelolaan 

buku kas digital, hingga penyusunan laporan otomatis (Anisa et al., 2024). 

• Pendekatan andragogi melalui diskusi kelompok, tanya jawab, curah pendapat, refleksi, dan 

peran untuk mendorong partisipasi aktif. 

• Bimbingan dalam penyusunan model bisnis dan SOP sesuai karakteristik serta kebutuhan 
desa. Melalui metode ini, peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga langsung 

mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang riil dan relevan. 
3. Pemantauan (Monitoring)  

Tahap pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai standar dan 
materi pelatihan diterapkan dengan baik. Kegiatannya meliputi: 

• Pendampingan berkelanjutan kepada pengelola BUMDes dan KDMP. 

• Pemantauan progres pencatatan keuangan dan pelaporan melalui aplikasi. 

• Penguatan kedisiplinan terhadap SOP dan model bisnis yang telah disusun. 

• Pengumpulan umpan balik peserta untuk perbaikan dan penyesuaian metode 

4. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program berdasarkan indikator kinerja 

yang telah ditentukan, seperti: 

• Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. 

• Tingkat kepatuhan terhadap SOP. 

• Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. 

• Keberhasilan implementasi model bisnis desa. 
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Hasil evaluasi dirumuskan dalam laporan evaluasi program yang menjadi dasar rekomendasi 

tindak lanjut serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. 
Kerangka Pemikiran Metode Pelaksanaan 

 
Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran Metode Pelaksanaan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Persiapan dan Sosialisasi 

Sebelum pelatihan dimulai, tahap persiapan dan sosialisasi merupakan langkah awal yang 
sangat krusial. Dalam konteks ini, sosialisasi tidak sekadar penyampaian informasi, melainkan juga 

upaya untuk membangun kesadaran kolektif di antara aparatur desa, pengelola BUMDes, serta anggota 

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bukit Makmur. Pada fase ini, sangat penting untuk 
menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dan manfaat pelatihan yang akan dilaksanakan. Dengan 

memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan 
akuntabel, diharapkan peserta dapat melihat relevansi langsung dari pelatihan ini terhadap 

pengembangan ekonomi desa. Sosialisasi ini juga mencakup penjelasan tentang manfaat digitalisasi 
sistem akuntansi yang akan diterapkan. Dalam era yang semakin maju, digitalisasi bukan hanya sekadar 

pilihan, melainkan telah menjadi kebutuhan mendasar. Melalui penggunaan sistem akuntansi berbasis 

digital, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Sebagai contoh, 
penggunaan perangkat lunak akuntansi memungkinkan pengelolaan data keuangan yang lebih 

terstruktur, sehingga memudahkan penyusunan laporan dan analisis keuangan. Selain itu, penerapan 
standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan unit usaha desa dijelaskan secara mendetail. 

SOP yang jelas dan terukur akan membantu menciptakan konsistensi dalam setiap proses pengelolaan, 

yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan 
desa. 
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Gambar 3. Survei Lokasi 

 
Pendampingan 

Setelah tahap sosialisasi, pelatihan dilanjutkan dengan pendampingan intensif yang 
berlangsung selama beberapa hari. Pendampingan ini melibatkan para ahli dari lembaga terkait yang 

memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam dalam pengelolaan keuangan. Tujuan dari 
pendampingan ini adalah memberikan bimbingan langsung kepada peserta, sehingga mereka dapat 

memahami secara teknis penyusunan laporan keuangan dan aplikasi sistem keuangan berbasis digital 

yang telah dipilih. Dalam konteks ini, pendampingan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan juga 
merupakan proses pembelajaran yang interaktif. Selama sesi pendampingan, peserta diajarkan untuk 

memasukkan data transaksi ke dalam aplikasi keuangan secara sistematis. Proses ini sangat penting, 
karena dengan memasukkan data yang akurat dan tepat waktu, laporan keuangan yang dihasilkan pun 

akan lebih terpercaya. Misalnya, peserta belajar untuk mencatat setiap transaksi secara rinci, mulai dari 

pendapatan hingga pengeluaran, sehingga dapat menghasilkan laporan otomatis yang tidak hanya 
akurat tetapi juga tepat waktu (Anisa et al., 2024). Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan untuk 

melakukan interpretasi laporan keuangan. Kemampuan ini sangat krusial untuk pengambilan keputusan 
yang lebih baik, karena laporan keuangan yang jelas akan memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai kondisi keuangan desa. 
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Gambar 4. Penginputan Data Transaksi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Bumdes dan KDMP 

 

Pelatihan Praktik 
Pelatihan praktik merupakan komponen yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam sesi ini, metode yang diterapkan meliputi modul dan praktik 
langsung, sehingga peserta tidak hanya terfokus pada teori, tetapi juga dapat mengimplementasikan 

pengetahuan yang telah diperoleh. Peserta diajak untuk terlibat dalam simulasi penyusunan laporan 

keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan pencatatan kas harian. Melalui pendekatan ini, peserta 
dapat merasakan secara langsung bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku. Sebagai contoh, dalam simulasi penyusunan laporan laba rugi, 
peserta belajar untuk mengidentifikasi dan menghitung pendapatan serta biaya yang dikeluarkan. 

Selain itu, mereka juga diajarkan cara mencatat kas harian dengan tepat, sehingga setiap transaksi 

dapat dipantau dengan baik. Praktik ini membekali peserta dengan keterampilan teknis yang diperlukan 
untuk mengelola administrasi dan keuangan unit usaha desa secara lebih terstruktur dan profesional. 

Dengan keterampilan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan desa akan menjadi lebih efisien dan 
transparan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan 

keuangan desa. 

 

 
Gambar 5. Hasil Penyusunan Model Bisnis, SOP Unit Usaha BUMDes    dan KDPM 
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Gambar 6. Hasil Laporan Keuangan Bumdes, Surat Perjanjian Kerjasama dan (SOP) Bumdes 
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Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan pelatihan tidak hanya berakhir pada tahap pengajaran, melainkan juga diiringi 
oleh pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan ilmu yang 

diperoleh berlangsung efektif di lapangan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh 
mana peningkatan kapasitas teknis pengelola keuangan dan administrasi desa. Dalam proses ini, 

evaluasi juga berfungsi untuk mengukur apakah penerapan aplikasi keuangan memberikan kemudahan 

dan akurasi yang diharapkan. Sebagai contoh, setelah beberapa waktu pasca pelatihan, dilakukan 
evaluasi untuk menilai sejauh mana peserta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Apakah 

aparat desa mampu menyusun laporan keuangan dengan baik? Apakah aparat desa merasa lebih 
percaya diri dalam mengelola keuangan desa? Pemantauan ini juga menjadi dasar untuk memberikan 

rekomendasi pendampingan lanjutan demi kesinambungan peningkatan kapasitas pengelola. Dengan 

demikian, proses evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai umpan balik 
yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. 

 

 
Gambar 7. Hasil Monitoring dan Evaluasi bersama Perangkat Desa 

 
Hasil dan Keberlanjutan Program 

Program Pelatihan ini berhasil secara signifikan meningkatkan kapasitas pengelola keuangan 

desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bukit Makmur. Salah satu indikator keberhasilan 
tersebut adalah kemajuan dalam penyusunan laporan keuangan serta pemanfaatan aplikasi keuangan 

berbasis digital. Dengan adanya peningkatan ini, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam 
pengelolaan keuangan desa mengalami kemajuan yang sangat berarti. Hal ini berdampak positif 

terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, 

keberlanjutan hasil pelatihan ini sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah desa serta 
keberlangsungan pendampingan secara berkala. Tanpa adanya dukungan yang berkelanjutan, 

kemampuan pengelola keuangan desa berpotensi mengalami stagnasi. Oleh karena itu, adalah penting 
bagi pemerintah desa untuk senantiasa memberikan perhatian dan dukungan terhadap pengelolaan 

BUMDes dan Kelompok Dasar Masyarakat Peduli (KDMP). Dengan adanya pendampingan yang 

berkelanjutan, diharapkan kemampuan pengelola keuangan desa dapat terus ditingkatkan, sehingga 
BUMDes dan KDMP dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa yang profesional dan 

berkelanjutan. Pelatihan yang dilaksanakan di Desa Bukit Makmur tidak hanya berfokus pada transfer 
pengetahuan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik. 

Dengan persiapan yang matang, pendampingan yang intensif, pelatihan praktik yang efektif, serta 
monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan 

dengan lebih optimal. Keberhasilan pelatihan ini menjadi langkah awal yang krusial untuk menciptakan 

desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan dalam pengelolaan ekonomi. 
 

Rekomendasi Perencanaan, Penatausahaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa 
Desa Bukit Makmur telah menunjukkan kemajuan dalam tata kelola digital melalui website 

desa, dashboard transparansi anggaran, dan layanan publik online. Untuk memperkuat capaian 

tersebut, diperlukan pengembangan sistem keuangan desa terintegrasi yang mencakup perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban secara digital dan terstandar. Proses 

perencanaan telah selaras dengan RPJM Desa, menandakan bahwa arah pembangunan dan 
penggunaan anggaran sesuai visi-misi desa. Penatausahaan keuangan juga berjalan tertib, namun 
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sistem pengkodean dokumen perlu diperbaiki agar terintegrasi dengan Siskeudes untuk memudahkan 

pencarian data, pelaporan, dan audit. Penguatan kapasitas aparatur keuangan sangat diperlukan 
melalui pelatihan COA, jurnal akuntansi, dan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan 

akurasi laporan keuangan. Dalam penyusunan LPJ ditemukan bahwa pengkodean berkas belum 
sepenuhnya terintegrasi, sehingga proses masih manual. Oleh karena itu, desa perlu menerapkan 

standar pengkodean yang seragam dengan Siskeudes. Semua dokumen pendukung LPJ telah lengkap 

dan terdigitalisasi, meski terdapat satu kesalahan input bukti setor pajak yang harus segera diperbaiki. 
Digitalisasi dokumen LPJ menjadi langkah maju untuk memudahkan audit. Untuk BUMDes, pencatatan 

transaksi pada unit usaha masih perlu dirinci agar arus kas, biaya, dan laba tiap unit dapat tergambar 
jelas. Sebagai penguatan transparansi, desa direkomendasikan menerapkan sistem monitoring 

keuangan berbasis open data yang terintegrasi dengan situs desa. Dengan tata kelola yang tertib, 

aparatur kompeten, dan dukungan sistem digital, Desa Bukit Makmur berpotensi menjadi model Good 
Village Governance berbasis transparansi digital. 

 
Rekomendasi Pelaporan Keuangan BUMDes 

BUMDes Usaha Bersama telah mengelola berbagai unit usaha produktif dengan baik, namun 
perlu penguatan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Salah satu langkah penting adalah 

menerapkan digitalisasi pembukuan melalui aplikasi keuangan daring terintegrasi, sehingga pencatatan 

unit-unit usaha dapat dikonsolidasi dengan mudah (Nuraini & Putra, 2025). BUMDes juga perlu 
menyusun SOP Akuntansi Internal mencakup penjurnalan, pengakuan pendapatan, biaya, dan 

pengelolaan aset untuk mengurangi kesalahan pencatatan. Pelaporan keuangan triwulanan—berupa 
neraca, laba-rugi, dan arus kas harus dilakukan secara rutin sebagai dasar evaluasi bersama pemerintah 

desa. Pencatatan keuangan unit usaha ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan perlu diperinci 

agar analisis laba dan arus kas lebih akurat. Kapasitas bendahara dan manajer keuangan harus 
ditingkatkan melalui pelatihan HPP, pengelolaan persediaan, dan analisis laba per unit. Dengan 

pelaporan digital, SOP yang jelas, dan SDM yang kompeten, BUMDes berpotensi menjadi contoh 
pengelolaan keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel, mendukung terwujudnya Good Village 

Governance. 

 
Rekomendasi Pengembangan Bisnis & SOP BUMDes 

Desa Bukit Makmur memiliki potensi ekonomi kuat di sektor sawit, pertanian, peternakan, dan 
perikanan. Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, BUMDes disarankan mengembangkan model 

bisnis agroindustri dan ekonomi sirkular, termasuk hilirisasi TBS menjadi pupuk organik cair, bioenergi, 
dan produk herbal berbasis CPO. Program unggulan seperti “Pangan Sehat Bukit Makmur” telah 

mengintegrasikan budidaya sayur dan ikan dengan teknologi pertanian cerdas serta kolaborasi dengan 

sektor kesehatan, yang berdampak pada peningkatan gizi dan pendapatan masyarakat. Event Trail 
Adventure Bukit Makmur juga menjadi daya tarik wisata yang berdampak ekonomi bagi UMKM lokal 

sambil mengedukasi masyarakat melalui kampanye Zero Waste Event. Unit usaha ketahanan pangan 
desa menunjukkan ketangguhan melalui komoditas unggulan lokal, peternakan kambing, dan budidaya 

ikan ramah lingkungan. Pemberdayaan perempuan melalui UP2K juga menghasilkan produk kreatif 

seperti Keripik Gedebog Pisang yang telah menembus pasar dan siap masuk marketplace. Desa juga 
menjaga pelestarian budaya lokal melalui Tari Rangguk sebagai identitas budaya masyarakat. Program 

literasi digital dan kewirausahaan membantu pemuda dan UMKM mengembangkan pemasaran digital, 
inovasi produk, dan branding. BUMDes perlu menerapkan SOP komprehensif untuk produksi, tata niaga, 

keuangan, dan pelaporan, serta melakukan evaluasi rutin. Dengan sinergi inovasi ekonomi, 
pemberdayaan sosial, dan pelestarian budaya, Desa Bukit Makmur menjadi model Smart Agro-

Ecopreneurship yang mengintegrasikan digitalisasi, ekonomi hijau, dan nilai budaya lokal. 
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Gambar 8. Hasil Rekomendasi Pengembangan dari Ketahanan Pangan menjadi Olahan 

Pangan Produk 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan : 

Pelatihan dan pendampingan yang terarah pada pengelolaan keuangan desa serta pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bukit Makmur, 

Kecamatan Sungai Bahar, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kapasitas teknis 

aparatur desa dan pengelola. Proses ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali 
peserta dengan keterampilan praktis yang esensial dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, 

transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, peserta pelatihan telah berhasil memahami siklus 
akuntansi secara mendalam, mulai dari pencatatan transaksi harian hingga penyusunan laporan 

keuangan bulanan dan tahunan. Dengan memanfaatkan aplikasi BUMDes yang telah diperkenalkan, 
mereka kini mampu melakukan pencatatan yang lebih terstruktur dan minim kesalahan, yang 

sebelumnya sering menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut, pengelolaan 

administrasi dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk unit usaha juga mengalami 
transformasi yang signifikan. Berkat pelatihan ini, proses penyusunan SOP menjadi lebih terstruktur 

dan profesional, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan usaha desa. Contoh konkret dari hal 
ini adalah pengembangan SOP yang jelas untuk setiap jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes, sehingga 

setiap anggota tim memiliki panduan yang konsisten dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tidak hanya 

meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional 
dan berorientasi pada hasil. Peningkatan kapasitas yang dicapai melalui pelatihan ini sangat mendukung 

terciptanya tata kelola keuangan desa yang sejalan dengan prinsip good governance. Dengan 
pengelolaan yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa pun meningkat. Sebagai 

contoh, masyarakat yang sebelumnya ragu untuk berinvestasi dalam program-program desa kini lebih 

percaya dan bersedia berpartisipasi aktif, karena mereka menyaksikan adanya transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini merupakan langkah penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi 
objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi terhadap kemajuan desanya. 

Saran : 
1. Penguatan Pendampingan Berkelanjutan 
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Untuk memastikan keberlanjutan dari hasil pelatihan ini, diperlukan adanya 

pendampingan lanjutan secara periodik. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 
penerapan praktik pengelolaan keuangan, penggunaan aplikasi, dan SOP tetap konsisten dan 

efektif di masa mendatang. Dengan adanya pendampingan yang rutin, para pengelola akan lebih 
mudah mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi sehari-hari. 

2. Pengembangan Kapasitas SDM Lebih Luas 

Selain itu, perluasan pelatihan kepada lebih banyak aparat desa dan pengelola unit usaha 
menjadi hal yang krusial. Hal ini termasuk melibatkan generasi muda dan perempuan dalam proses 

pelatihan, agar kapasitas kelembagaan desa semakin merata dan berkelanjutan. Dengan 
melibatkan generasi muda, desa dapat memastikan adanya regenerasi yang baik dalam 

pengelolaan keuangan dan usaha.  

3. Optimalisasi Teknologi Informasi 
Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi digital dalam pengelolaan keuangan desa 

juga perlu ditingkatkan. Dalam era digital saat ini, kemampuan untuk menggunakan teknologi 
informasi dengan baik sangat penting. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kompetensi digital 

harus menjadi bagian integral dari program pelatihan.  
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Mengembangkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, 

dan evaluasi pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas dan 
transparansi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, mereka akan merasa memiliki 

tanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.  
5. Penguatan Pengelolaan Model Bisnis dan SOP 

Terakhir, perlu adanya penyempurnaan dan sosialisasi model bisnis serta SOP yang 

adaptif terhadap dinamika usaha desa. Unit usaha BUMDes dan KDMP dapat menjadi lebih efisien 
dan berdaya saing.  

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Desa Bukit Makmur dapat mengoptimalkan peran 
BUMDes dan KDMP sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa. Dengan pengelolaan 

keuangan yang baik, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan penggunaan teknologi yang tepat, desa 

ini akan mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 
Keberhasilan ini tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga akan menjadi warisan 

positif bagi generasi mendatang. 
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